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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
( L P P D )

DESA KALISALAK
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, Sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2020 kepada Bapak Bupati Batang. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kerja Tindak lanjut bagi Desa Kalisalak khususnya, dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

    Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kalisalak  selama 1 ( satu ) tahun anggaran, dalam tahun 2020, baik dibidang Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
Kami menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDesa kami banyak menghadapi kendala sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami, yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Batang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini kami buat, dengan harapan di tahun berikutnya Pemerintah Desa Kalisalak dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya Laporan ini disusun dikirim kepada Bupati Batang, sebagai pemenuhan hak dan kewajiban kami yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

Kalisalak, 20 Januari 2021
Kepala Desa Kalisalak
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

SUCIPTO SAPTO ATMOJO
A. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan desa baik dibidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan dan pemberdayaan Kemasyarakatan. Serta tanggungjawab urusan umum lainnya termasuk didalamnya pembinaan ketrentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah Desa.

Dalam hal menjalankan hak, wewenang dan kewajiban tersebut Pemerintah Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun 2020 kepada Bupati Batang sebagai wujud tanggungjawab dan memenuhi kewajiban peraturan perundang – undangan yang berlaku.
B. DASAR HUKUM 

Secara umum sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, kami berpedoman kepada berbagai ketentuan yang telah digariskan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);

21. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2017 Nomor 66);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);

23. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

24. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang  Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 47);

25. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

26. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 62);
27. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/590/2018 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2019; 
28. Keputusan Bupati Batang Nomor : 900/638/2018 tetang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2019.                 
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dilaksanakan oleh :
 1.  Aparatur Pemerintah Desa :
a. 
Aparatur Pemerintah Desa Kalisalak Kecamatan Batang terdiri dari :

	No
	Nama
	Tempat Tanggal Lahir
	Jabatan
	Keterangan
TMT

	1
	SUCIPTO SAPTO ATMOJO
	Bojonegoro, 01-05-1960
	Kepala Desa


	8 Nopember 2019

	2
	MAGUS SUPRAYITNO, SE

	Batang, 22-12-1982


	Sekretaris Desa


	16 Mei 2016

	3
	TARSUDIN


	Batang, 08-04-1970


	Kaur Perencanaan


	16 Mei 2016

	4
	NESTRI


	Batang, 22-09-1961


	Kaur Keuangan


	16 Mei 2016

	5
	KUNARSIH


	Batang, 30-10-1983


	Kaur TU dan Umum


	16 Mei 2016

	6
	AMAT TAROJI


	Batang, 30-05-1968


	Kasi Kesejahteraan


	16 Mei 2016

	7
	H.KODIRUN


	Batang, 31-12-1958


	Kasi Pemerintahan


	16 Mei 2016

	8
	DAHIRON


	Batang, 01-07-1974


	Kasi Pelayanan


	16 Mei 2016

	9
	SETYO WICAKSONO, SH

	Batang, 26-05-1966


	KaDus I


	16 Mei 2016

	10
	EROWATI, A.Md

	Batang, 06-08-1984


	KaDus II
	16 Mei 2016

	11
	SLAMET TUTIKA


	Batang, 10-02-1981


	KaDus III

	16 Mei 2016

	12
	ISNATAENI


	Batang, 27-05-1986


	KaDus IV
	16 Mei 2016


b. 
Data Anggota BPD
	No
	Nama
	Tempat Tanggal Lahir
	Jabatan
	Keterangan


	1
	USMANTO
	Batang, 18 Mei 1967
	Ketua 

	SK Bupati Batang Nomor : 140/458/2019



	2
	SUYANTO
	Semarang, 03 Desember 1958
	Wakil Ketua
	

	3
	ANNA WIDYAWATI
	Pekalongan, 23 Pebruari 1977
	Sekretaris
	

	4
	ZAKARIA
	Batang, 03 Maret 1981
	Anggota

	

	5
	WISNU SETIABUDI
	Batang, 02 Agustus 1996
	Anggota
	

	6
	SUHARTO
	Batang, 05 Oktober 1980
	Anggota
	

	7
	AWANG SETIAWAN
	Batang, 12 Pebruari 1978
	Anggota
	

	8
	AMINUDIN
	Batang, 19 Pebruari 1982
	Anggota
	

	9
	SOFRI HIDAYAT, ST
	Batang, 04 Oktober 1979
	Anggota
	


2.
Pemerintah Umum 

a. Luas wilayah Desa

: 144, 995 Ha
· Tanah sawah

: 17,25  Ha
· Tanah pemukiman

: 127,745 Ha 
b. Letak Geografis :

sebelah Utara

: Kel. Kauman dan Kel. Watesalit
sebelah Timur

: Kel.Kauman dan Desa Pasekaran
sebelah Selatan

: Desa Rowobelang
sebelah Barat

: Desa Lebo Kec.Warungasem
c. Sarana Pemerintahan

: Kantor Balai Desa

  TK Saraswati V
  TK Pembina
  SD N Kalisalak Batang
  SLTP N 7 Batang

  Gedung PKD

  Gedung Perpus dan Aula
d. Jumlah Dusun


: 4 Dusun

e. Jumlah RW


: 4 Rw

f. Jumlah RT


: 22 RT

g. Jarak ke ibukota Kecamatan
: 1,5 Km

h. Jarak ke ibukota Kabupaten 
: 3 Km
i. Jumlah Penduduk 

: 4231 Jiwa

Laki-laki


: 2114 Jiwa
Perempuan


: 2117 Jiwa
Jumlah KK


: 1239 KK

j. Mutasi Penduduk


Lahir



:    58 orang
Mati



:    26 orang
Datang



:    52 orang
Pindah



:    57 orang
   k.   Penduduk menurut Agama/Kepercayaan 

      Pemeluk Agama Islam

:  4162 orang

            Pemeluk Agama Kristen
:      35 orang

            Pemeluk Agama Hindu
:        4 orang


            Pemeluk Agama Budha
:        .. orang


      Pemeluk Agama Katolik
:      30 orang
l. Penduduk Menurut Pendidikan
· Tamatan Doktor/S3

:        1   orang
· Tamatan Pasca Sarjana/S2
:      27   orang
· Tamatan Sarjana/S1

:    394   orang
· Tamatan Diploma III        

:    127   orang
· Tamatan Diploma I dan II

:      26   orang
· Tamatan SLTA


:    835   orang
· Tamatan SLTP


:    577   orang
· Tamatan SD / MII


:    796   orang
· Belum Tamat SD/Sederajat
:    355   orang
· Belum/tidak sekolah

:  1093   orang 
m. Keadaan Sosial Ekonomi berdasarkan mata pencaharian   


   -   Belum/tidak bekerja

:  1173  orang
-   Mengurus rumah tangga

:    508  orang

-   Pelajar/mahasiswa

:    763  orang

-   Pensiunan 



:      44  orang

-   Pegawai Negeri Sipil

:    250  orang

-   TNI



:      14  orang

-   POLRI



:      19  orang

-   Perdagangan


:      18  orang

-   Petani/pekebun


:      12  orang

-   Peternak



:        1  orang

-   Nelayan



:      13  orang

-   Industri



:      10  orang

-   Konstruksi



:        6  orang

-   Transportasi


:        1  orang

-    Karyawan swasta


:    286  orang

-    Karyawan BUMN

:      15  orang
-
 Karyawan BUMD

:        6  orang
-
Karyawan honorer

:      17  orang
-    Buruh harian lepas

:    398  orang

-    Buruh tani/kebun


:        2  orang

-    Tukang Jahit


:        3  orang

-    Mekanik



:        1  orang

-    Dosen



:        4  orang

-    Guru



:      96  orang
-
Konsultan



:        1  orang
-    Dokter



:        1  orang

-    Bidan



:        6  orang
-
 Perawat



:      11  orang
-
 Pelaut



:        8  orang
-
 Sopir



:        3  orang
-    Pedagang



:      38  orang
-    Perangkat Desa


:      11  orang

-    Kepala Desa


:        1  orang

-    Wiraswasta


:    491  orang
n. Jumlah Pernikahan


 

    laki-laki



:   11   orang

    Perempuan



:   14   orang

o. Jumlah perceraian
laki-laki



:     9   orang

Perempuan



:     7   orang
p. Jumlah Kepala Keluarga


 


    Rumah



:  1239  rumah


    Jumlah KK  


:  1239  KK        



    KK Miskin



:     260 KK          


    KK Non Miskin


:     979 KK  
q. Keadaan Pemerintahan
Sarana Prasarana Desa terdiri :
   Kantor Balai Desa


:    1  Buah
   Kantor LPMD


:    1  Buah
   Kantor BPD



:    1  Buah
   Kantor PKK



:    1  Buah

   Kantor BKM


:    1  Buah
   Kantor Karang Taruna

:    1  Buah
   Gedung Posyandu


:    1  Buah

   Polindes



:    1  Buah
   Kamar mandi


:    2  Buah
   Meja tulis



:   11 Buah
   Meja Rapat



:    2  Buah
   Kursi plastik



: 150 Buah
   Komputer

 

:    8  Buah
   Laptop



:    5  Buah
   Printer



:    5  Buah
   Mesin Ketik



:    0  Buah

   Lemari buku



:    3  Buah
   Lemari Arsip


:    1  Buah
   Lemari Kayu


:     -  Buah
   Filling kabinet


:    1  Buah
   Stempel  Dinas Kades

:    1  Buah

   Stempel  Dinas Sekdes

:    1  Buah

   Peta Desa



:    1  Buah

   Papan Monografi


:    1  Buah

   Televisi



:    2  Buah
   Proyektor

          
  
:    1  Buah
   Jam dinding

           

:    1  Buah
   Sound & Amply


:    1  Buah
   Microfon



:    1  Buah
   Kipas Angin



:    3  Buah
   Kompor Gas



:    1  Buah
   Gas Elpiji 3kg


:    1  Buah
   Papan Struktur SOTK

:    1  Buah
   Papan Struktur LPMD

:    1  Buah
   Papan Struktur RT dan RW

:    1  Buah
   Papan Struktur BPD


:    1  Buah
   Papan Struktur PKK


:    1  Buah
   Papan Struktur BUMDESA

:      - Buah
   Papan Struktur K. Taruna

:      - Buah
   Papan Tupoksi


:    8  Buah
   Papan Pengumuman


:    1  Buah
   Jaringan Internet (Wifi)

:    1  Buah
   Motor Dinas Kades


:    1  Buah
r. Aparat Pemerintah Desa dan Jumlah Perangkat
   
   Kepala Desa

:  1 Orang 

   Sekretaris Desa 
:  1 Orang  

   Kepala Urusan
:  3 Orang 

   Kepala Seksi

:  3 Orang  

   Kepala Dusun
:  4 Orang 
Ketua dan Anggota BPD 
   Ketua
            :  1  Orang  

   Wakil Ketua

:  1  Orang   

   Sekretaris

:  1  Orang   

   Anggota BPD
:  6  Orang  
 Susunan Organisasi Tata kerja (SOTK) dan Uraian Tugas 


·  Kepala Desa
:  
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

a.     menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c.     pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna;

e.      menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
· Sekretaris Desa


(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a.   Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

b.   Melaksanakan urusan umum seperti pentaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

c.  Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

d.  Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
· Kaur TU dan Umum


(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.

(2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

b. melaksanakan administrasi  surat menyurat;

c. melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;

d. melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;

f. penyiapan rapat-rapat;

g. pengadministrasian aset desa;

h. pengadministrasian inventarisasi desa;

i. pengadministrasian perjalanan dinas;

j. melaksanakan pelayanan umum; dan  

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan  lain yang diberikan oleh atasan.
· Kaur Keuangan
(1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.

(2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

a.   pengurusan administrasi keuangan Desa;

b.   pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;

c.   melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;

d.   melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa; 

e.   madministrasi penghasilan Perangkat Desa;

f.   melaksanakan administrasi penghasilan BPD; 

g.   melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan

h.   Melaksanakan tugas-tugas kedinasan  lain yang diberikan oleh atasan.
· Kaur Perencanaan
(1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.

(2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan adminsitrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
a.   mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

b.   menyusun RAPBDesa;

c.   menginventarisir  data-data dalam rangka pembangunan Desa;

d.   melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;

e.   menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

f.    menyusun laporan kegiatan Desa; dan

g.   melaksanakan tugas-tugas  kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
· Kasi Pemerintahan
(1) Kepala Seksi  Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  angka (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.   melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;

b.   menyusun rancangan  regulasi desa;

c.   melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

d.   melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e.   melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;

f.   melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

g.   melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;

h.   melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan

i.   melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
· Kasi Kesejahteraan
(1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.

(2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  angka (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;

b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;

e. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;

f. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;

g. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;

h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;

i. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna; dan  

j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
· Kasi Pelayanan
(1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.

(2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  angka (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;

b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;

c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;

d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan  masyarakat Desa; 

e. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;

f. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan  lain yang diberikan oleh atasan.  
· Kepala Dusun
(1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

(2) Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :

a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
s. Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan 

a. Buku Administrasi Desa Model A



          Buku Model A _ 1

:( Buku Keputusan Pemerintah Desa)

    Buku Model A – 2 . 1
:( Buku Kekayaan dan Infentaris Desa)

    Buku Model A – 2 . 2
:( Buku Aparat Pemerintah Desa)

    Buku Model A – 2 . 3
:( Buku Tanah Desa)

    Buku Model A – 2 . 4
:( Buku Agenda Surat Masuk)

    Buku Model A – 2 . 5
:( Buku Agenda Surat Keluar)

b. Buku Administrasi Desa Model B



          Buku Model  B _ 1
:( Buku Induk Penduduk)

    Buku Model  B – 2 
:( Buku Rekap Jumlah Penduduk Akhir Bulan)

c. Buku Administrasi Desa Model C



          Buku Model  C _ 1
:( 1a ,1b,1c)

    Buku Model  C – 2 
:( Buku Kas Umum)
    Buku Model  C – 3 
:( 3a,3b,3c ) Buku Kas Pembantu  

Disamping menggunakan Buku Administrasi Desa tersebut angka  2   huruf  a,b dan c juga masih Menggunakan Buku Administrasi lain yang diperlukan. 
t. Penetapan Kebijakan 


 

Cara Penetapan Rancangan Keputusan  dibuat  Pemerintah  Desa  kemudian  diusulkan  melalui Rapat  Musyawarah  Desa  yang dihadiri Pemerintah  Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama ,  Lembaga   Desa serta
memperhatikan   Aspirasi Masyarakat lewat Rapat BPD.  Kemudian Keputusan Desa tersebut dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD  kemudian  dimintakanevaluasio Bupati lewat  Camat. Setelah  evaluasi  atas  Keputusan  tersebut  turun  selanjutnya Kepala Desa sebagai Pelaksanaanya.
Jumlah kebijakan yang dikeluarkan ada 6 buah yang meliputi, antara lain :

a. Peraturan Kepala Desa Kalisalak nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020;
b. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
c. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2020;
d. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019;

e. Peraturan Desa Kalisalak  Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020;

f.    Peraturan Desa Kalisalak Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2020;
g. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan APBDesa Tahun Anggaran 2020;

u.  Upaya Pembinaan Organisasi Pemerintah Desa

Pembinaan organisasi Pemerintah Desa dilakukan dengan saling berkoordinasi  dan bekerjasama antar lembaga desa yang ada seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, BKM, BUMDESA, KPMD, KSM. Pemerintah Desa memberikan kewenangan sesuai tugas dan fungsi dari lembaga desa tersebut. Kemudian memberikan pos anggaran untuk kegiatan organisasi / lembaga yang ada melalui dana yang diperbolehkan dan sah. Pada tahun 2020 untuk pembinaan masyarakat bersumber dari bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2020. Dukungan Pembiayaan untuk organisasi Pemerintah desa bersumber dari APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020. 
v.  Upaya Pemeliharaan dan Peningkatan Hasil Pembangunan

Pemerintah Desa memberdayakan Kelembagaan Desa yang ada LPMD, RT, RW dan KPMD untuk menginformasikan kepada Masyarakat tentang  pelaksanaan pembangunan, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan dengan menjadi TPK, sehingga dapat menjaga serta merawat dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan yang ada dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa. Demi pemerataan pembangunan, Pemerintah Desa membuat skala prioritas dengan menerima usulan dari masyarakat melalui Musdes dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Desa Kalisalak Kecamatan Batang.
w. Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Peningkatan Penghasilan Aparat Desa

Dalam rangka upaya peningkatan Etos Kerja dan disiplin Kerja dalam  melayani Masyarakat, maka Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa selalu diupayakan, baik melalui APBD Kabupaten maupun dana lainnya yang tidak meningkat. Seperti adanya Siltap, Tunjangan Kesehatan, Penghasilan bengkok, Asuransi, Adanya transparansi anggaran oleh Pemerintah Desa sehingga dapat memberikan kepercayaan terhadap Aparat Desa. Memberdayakan segenap perangkat dalam setiap kegiatan.
x. Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Pemerintah Desa menata ruang pelayanan dan informasi dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan memeberikan kenyamanan kepada perangkat desa dalam memberikan pelayanan, Upaya lain dilakukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu dilakukan evaluasi setiap 2 kali dalam seminggu melalui stafmeeting Pemerintah Desa, sehingga apa yang dirasakan kurang oleh warga masyarakat segera dapat diketahui, baik secara Individu maupun Pemerintahan. Adapun pelayanan yang dilakukan antara lain sebagai berikut :
a. Pelayanan Umum

b. Pelayanan Kependudukan

b. Pelayanan Administrasi desa

c. Pelayanan Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat

d. Pelayanan Perlindungan / Keamanan Masyarakat 
e. Pelayanan Pembangunan Desa
A1.
Upaya Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Demi menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka pembinaan dan  sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa desa kepada Hansip & Linmas juga masyarakat terus kita tingkatkan secara rutin, dengan selalu 
Koordinasi dengan Instansi terkait, mengadakan Siskamling (ronda) tiap RT se Desa Kalisalak Kecamatan Batang. Kerja bakti setiap hari jumat, dan padat karya pembersihan saluran dan sungai.
A2. Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Demi menjaga Kesehatan Masyarakat antara Pemerintah Desa dengan bidan desa dan Dinas Instansi Terkait, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Kesehatan yang ada di Desa (Posyandu) selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melakukan Pembinaan Kesehatan kepada Masyarakat. Sehingga Masyarakat sudah mengetahui tentang arti dan makna Kesehatan, dan kebersihan Lingkungan. Apabila terjadi gejala-gejala penyakit yang diderita oleh Warga Masyarakat Langsung berhubungan dengan petugas Kesehatan terdekat. Bentuk kegiatan selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan pihak terkait untuk upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat tersebut, kegiatan yang dilaksanakan seperti pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan oleh Bidan Desa, Pengurus TP.PKK dan Kader Posyandu. Adapun tempat pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan pada :
1. Poli Klinik Desa ( PKD )

2. Posyandu dan PMT Balita dan Lansia di gedung Posyandu

3. Pemeriksanan kesehatan Gratis di gedung Polindes
 Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut :
a. Pemeriksaan Kesehatan Warga setiap Minggu 1 kali yaitu hari Jumat bertempat di Balai Desa Kalisalak dan dilayani oleh Bidan Desa dan Petugas dari Puskesmas Batang serta dibantu oleh pengurus PKK Desa Kalisalak
b. Pemeriksaan Ibu Hamil dan pelayanan KB bertempat di PKD dan dilayani oleh Bidan Desa.

c. Penyuluhan Kesehatan kepada Ibu yang dilaksanakan oleh Pengurus TP. PKK Desa Kalisalak setiap bulan sekali. 

d. Penimbangan Balita dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada BALITA setiap dua minggu sekali di Posyandu oleh Kader Posyandu dan Pengurus TP PKK 
e. Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ) bagi Lansia dilaksanakan setiap dua minggu sekali oleh Kader Posyandu dan Pengurus TP. PKK Desa Kalisalak
A3. Upaya Pelaksanaan Program Sektoral

      a. Sektor Pertanian
Para petani terus berusaha meningkatkan produksinya dengan cara penggunaan pupuk secara teratur sesuai dengan kebutuhan, dan mengadakan pengamatan tentang pengembangan populasi hama penyakit padi. Disisi lain petani selalu berusaha untuk mengadakan gerakan kebersihan saluran (gombrang) setiap satu bulan sekali guna menjaga kelancaran saluran air yang dipergunakan untuk mengairi sawah. Mengadakan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah desa dibantu dinas terkait. Memperbaiki saluran irigasi yang sudah rusak. Perbaikan saluran irigasi dan saluran tersier.

b.  Sektor Pendidikan
Pemerintah Desa berpartisipasi aktif didalam perencanaan dan pengembangan dalam proses Pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas. Melalui anggaran yang ada belum maksimal untuk menyentuh kegiatan pendidikan dikarenakan masih prioritas pembangunan dasar umum. Mungkin di tahun depan bisa diupayakan untuk menyentuh di sektor pendidikan baik untuk infrastruktur maupun non infrastruktur. Untuk pemberian insentif guru TPQ dan Madin melalui anggaran dana desa. Adapun fasilitas pendidikan formal dan non formal yang ada di Desa Kalisalak sebagai berikut :
a. Tingkat Pra Sekolah terdapat 5 (Lima) tempat 

1. PAUD TK Pembina 
2. PAUD Ya Bunaya

3. TK Pembina

4. TK Saraswati 5

5. TK Ya Bunayya 
b.
Tingkat dasar terdapat 2 (dua) tempat
:



       1.  SD Negeri Kalisalak

2.  SDIT Ya Bunayya

c.    Tingkat Lanjutan terdapat 1 (satu) tempat : 


1.  SLTP N 7 Batang:

c. Pendidikan non formal terdapat 5 tempat yaitu :

a. TPQ & Madin Tarbiyatul Aulad
b. TPQ Al Istiqomah
c. TPQ Baitul Muttaqin
d. Majlis Ta’lim At Taqwa
e. Majlis Ta’lim Darul Falah
                   d. Sektor Keagamaan
Pembinaan Keagamaan dan Keharmonisan kehidupan beragama sangat kondusif dan nyaman dikarenakan selalu berkoordinasi antar pemuka dan tokoh Agama, melalui kegiatan keagamaan rutin yaitu peringatan hari besar Islam dan kegiatan remaja masjid yang bersifat membina mental dan jiwa remaja, seperti kegiatan jamaah tahlil, jamaah pengajian, rebana, dan kegiatan sosial lainya. demi pengembangan Syiar dan Ukhuwah Islamiyah agar terciptanya masyarakat yang madani baldatun toyibatun warobun ghofur. Di Desa Kalisalak ada 2 (dua) organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tapi walaupun berbeda pandangan dan organisasi masyarakat dapat saling toleransi hidup berdampingan tanpa ada permasalahan.
e. Sektor Kepemudaan dan Olah Raga

Selalu memberikan Pembinaan dan Pengarahan kepada Pemuda melalui Karang Taruna serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan karang taruna melalui Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019. Memberikan penyuluhan tentang kegiatan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, sosialisasi tentang radikalisme dan memberikan kegiatan postif untuk membangun jiwa dan mental pemuda sebagai generasi bangsa, Karangtaruna selalu terlibat dalam semua kegiatan desa, baik bidang keagamaan maupun Olah raga, budaya dan seni. Serta kegiatan kemasyarakatan lain.  Kemudian para pemuda juga kita libatkan dalam pertemuan yang ada di desa sehingga mereka dapat mengerti dan mengawal program dilaksanakan oleh desa. Dan memaksimalkan potensi dari pemuda untuk selalu berkarya dalam bidang apapun.
f. Sektor Pembinaan Masyarakat
· Bidang Agama

Kehidupan masyarakat Desa Kalisalak Kecamatan Batang sangat Religius, meskipun demikian kehidupan masyarakat dapat terjalin suatu keharmonisan serta kerukunan antar masyarakat, mereka saling menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati, walaupun terdapat 2 (Dua) golongan organisasi keagamaan yang besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk penyebaran organisasi tersebut khususnya diwilayah RW se Desa Kalisalak. Kegiatan dibidang keagamaan dilaksanakan di Masjid dan Mushola yang dibimbing oleh para Kyai dan Ustad yang ada di Desa Kalisalak Kecamatan Batang.

· Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

2. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
3. TP. PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
4. Karangtaruna
5. FKD (Forum Kesehatan Desa)
6. Gapoktan
7. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
8. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Untuk kegiatan dan operasional KPMD dibiayai dari Bantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar                          Rp. 5.000.000,- Susunan pengurus sebagai berikut :
Koordinator 
: 
Edi Sutrisno
Anggota

:
Diva Indri BP
Anggota

:
Andin Novianto
Anggota

:
Komarudin
Anggota

:
Agus Pujianto
Lembaga ini bertugas mendampingi pemerintah desa dalam proses mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, KPMD dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 

· Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Organisasi Kemasyarakatan di Desa Kalisalak Kecamatan Batang terdapat 2 organisasi kemasyarakatan yaitu :
a. Nahdlatul Ulama (NU)
Organisasi ini tersebar di wilayah RW.I, RW.II, RW.III, RW.IV dengan prosentase 70 % dari jumlah penduduk
b. Muhammadiyah
Organisasi ini tersebar di wilayah RW I RW.II, RW.III, dan RW IV dengan prosentase 20 % dari jumlah penduduk
· Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 
Desa Kalisalak Kecamatan Batang tentang pelayanan Pendidikan dilaksanakan di tempat sarana pendidikan yaitu :
a. Tingkat Pra Sekolah terdapat 5 (Lima) tempat 

1. PAUD TK Pembina 
2. PAUD Ya Bunaya

3. TK Pembina

4. TK SAraswati 5

5. TK Ya Bunayya 
b.
 Tingkat dasar terdapat 2 (dua) tempat
:




  1.    SD Negeri Kalisalak



  2.    SDIT Ya Bunayya



c.   Tingkat Lanjutan terdapat 1 (satu) tempat : 




  1.    SLTP N 7 Batang
· Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2019, tentang pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Bidan Desa, Pengurus TP.PKK dan Kader Posyandu. Adapun tempat pelayanan kesehatan Desa Kalisalak Kecamatan Batang sebagai berikut :
1.     Polindes ditangani oleh bidan desa dan petugas Puskesmas Batang III, untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan ibu hamil sampai proses kelahiran.
2.     Posyandu sebanyak 10 (Sepuluh) yaitu  Delapan pos posyandu balita, satu pos posyandu lansia dan satu pos Posbindu. Untuk Pos Posyandu balita yaitu :
· Posyandu Mawar 1 di wilayah RW I
· Posyandu Mawar 2 di wilayah RW I
· Posyandu Rambutan di wilayah RW II
· Posyandu Rantansari di wilayah RW II
· Posyandu Durian di wilayah RW III
· Posyandu Batik di wilayah RW III
· Posyandu Mangga di wilayah RW IV
· Posyandu Arrayan di wilayah RW IV
Adapun jenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
a. Pemeriksaan Kesehatan Warga (Lansia) setiap bulan 1 kali yaitu hari Jumat Kliwon bertempat di Balai Desa Kalisalak oleh Bidan Desa dan Petugas dari Puskesmas Batang III serta dibantu oleh Perangkat Desa dan pengurus PKK Desa Kalisalak
b. Pemeriksaan Warga POSBINDU dilaksanakan setiap bulan 1 kali hari SAbtu akhir bulan bertempat di Balai Desa Kalisalak oleh Bidan Desa dan Petugas dari Puskesmas Batang III serta dibantu oleh Perangkat Desa dan pengurus PKK Desa Kalisalak.
c. Pemeriksaan Ibu Hamil dan pelayanan KB bertempat di PKD dan dilayani oleh Bidan Desa.

d. Penyuluhan Kesehatan kepada Ibu yang dilaksanakan oleh Pengurus TP. PKK Desa Kalisalak setiap bulan sekali. 

e. Penimbangan Balita dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada Balita dan Lansia setiap bulan sekali di Posyandu oleh Kader Posyandu dan Pengurus TP PKK
· Lain-lain
Desa Kalisalak sesuai dengan data Dinas Sosial Kabupaten Batang bahwa didesa ini jumlah keluarga miskin yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sebanyak 42 (empat Puluh Dua) KK . untuk proses pengambilan bantuan tersebut pada toko yang ditunjuk oleh Dinas Sosial kabupaten Batang.
g. Sektor Perekonomian

Pemerintah Desa Kalisalak Kecamatan Batang sudah berusaha dengan berbagai cara maupun solusi untuk menjalankan roda perekonomian desa, yang mana dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan tujuan agar dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan output mensejahterakan masyarakat desa. Melalui BUMDesa ini diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian desa. Adapun jenis usaha yang ditangani oleh BUMDesa Kalisalak diantaranya Pengelolaan Kios Desa. 

II. PEMBINAAN  MASYARAKAT

Kegiatan Pembinaan Masyarakat di biayai dari Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, adapaun kegiatannya sebagai berikut :

1. Operasional Pembinaan LPMD 

2. Operasional dan Pembinaan Kegiatan TP PKK

3. Operasioanal dan Pembinaan Karang Taruna 
4. Operasional dan Pembinaan Linmas 
5. Operasional dan Pembinaan Gapoktan
6. Operasional dan Pembinaan BUMDes
7. Operasional dan Pembinaan FKD 
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